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Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan penerimaan yang besar untuk membiayai pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari seluruh sumber penerimaan negara, pajak merupakan kontribusi terbesar dan paling diandalkan. Pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi negara. Tanpa partisipasi wajib pajak, pembangunan dan penyediaan layanan publik tidak dapat berjalan secara optimal. Penerimaan pajak menjadi komponen utama dalam APBN yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak pada periode 2020–2024 secara kumulatif mencapai lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan.
[bookmark: _Toc223607388]Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024 (dalam triliun rupiah)
	Tahun
	Realisasi Penerimaan Pajak
	% Realisasi Penerimaan Pajak
	Target Penerimaan Pajak

	2020
	Rp1.070,0 triliun
	83,9% 
	Rp1.198,8 triliun

	2021
	Rp1.231,8 triliun
	100,19%
	Rp1.229,6 triliun

	2022
	Rp1.716,8 triliun
	115,6%
	Rp1.485,1 triliun

	2023
	Rp1.869,2 triliun
	102,80%
	Rp1.818,3 triliun

	2024
	Rp1.932,4 triliun
	97.2%
	Rp1.988,9 triliun


Sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2024, diolah
Selain berhadapan dengan target penerimaan pajak yang tinggi, DJP juga dihadapkan pada kondisi fluktuasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Meskipun pada tahun 2021 hingga 2023 penerimaan pajak kembali meningkat dan menunjukkan tren positif, perlambatan pertumbuhan pada tahun 2024 yang belum mampu mencapai target APBN menunjukkan bahwa upaya memaksimalkan penerimaan pajak masih menjadi tantangan bagi DJP (Sholeh, 2025). Hal tersebut didukung oleh Rasio Pajak (tax ratio) atau parameter yang berguna untuk menentukan keberhasilan perpajakan suatu negara. 
Rasio Pajak menjadi acuan bagi negara-negara untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat bahwa tax ratio Indonesia pada tahun 2024 hanya sebesar 10,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 10,31% PDB. Penurunan ini menunjukkan terbatasnya kemampuan penerimaan pajak relatif terhadap perekonomian nasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dijelaskan bahwa rendahnya tax ratio mencerminkan keterbatasan ruang fiskal Indonesia dalam mendukung pembangunan dan keluar dari middle income trap. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh tingginya kebutuhan investasi nasional serta defisit anggaran negara selama periode 2020–2024 yang mencapai Rp3.192 triliun (IKPI, 2025). Rendahnya nilai pembayaran pajak di Indonesia ini tidak lain disebabkan oleh minimnya kesadaran WP dalam menjalankan kewajibannya.
Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, salah satunya disebabkan oleh sistem perpajakan yang menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk terus mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Salah satu upaya yang dinilai strategis adalah penanaman pemahaman pajak sejak dini kepada calon wajib pajak, khususnya mahasiswa (Susila et al., 2016) Mahasiswa dipandang penting karena dalam waktu dekat akan memasuki dunia kerja dan terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi, bahkan sebagian telah menjalankan kegiatan usaha sejak masa perkuliahan, sehingga pemahaman dan niat patuh pajak perlu dibentuk lebih awal.
Saat ini, sistem perpajakan Indonesia sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran pajak melalui berbagai strategi jangka panjang. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui DJP adalah penyelenggaraan program edukasi perpajakan seperti Pajak Bertutur yang bertujuan menanamkan pemahaman tentang peran pajak dalam pembangunan nasional (Wardani et al., 2022). Meskipun penelitian menunjukkan bahwa program tersebut mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, tingkat kesadaran pajak di kalangan generasi muda masih tergolong rendah dan pengetahuan perpajakan belum tersebar secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan edukasi perpajakan bagi mahasiswa sebagai calon wajib pajak masih perlu terus ditingkatkan, mengingat sikap dan pemahaman pajak yang terbentuk sejak masa perkuliahan akan memengaruhi perilaku perpajakan mereka di masa depan (Saputri et al., 2025).
Kepatuhan pajak umumnya dibedakan menjadi kepatuhan yang muncul karena paksaan dan kepatuhan yang tumbuh secara sukarela. Kepatuhan yang bersifat sukarela muncul dari kesadaran dan kemauan individu tanpa tekanan eksternal, yang dikenal sebagai tax morale. Tax morale mencerminkan motivasi internal seseorang untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Individu dengan tax morale yang tinggi cenderung memiliki kemauan lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak positif terhadap penerimaan negara (Torgler, 2007). Selain itu, tax morale juga dipandang sebagai dorongan intrinsik dalam mendukung penyediaan barang publik, yang berperan penting dalam menciptakan kepatuhan pajak sukarela (Bachtiar & Tambun, 2020). Penelitian (Supardi, 2018) turut membuktikan bahwa tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi muda.
Keterkaitan antara tax morale dan kepatuhan pajak menjadikan variabel ini banyak dikaji dalam berbagai penelitian. Pada Penelitian (Torgler, 2004) menjelaskan bahwa tax morale dipengaruhi oleh faktor psikologis dan institusional, seperti kebanggaan terhadap negara, kepercayaan kepada pemerintah, serta sistem hukum yang berlaku. Penelitian lain menunjukkan bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak dan perlakuan yang adil juga berperan dalam meningkatkan tax morale (Kate et al., 2023). Selain itu, faktor ekonomi seperti penghasilan dan insentif pajak turut memengaruhi moral pajak individu (Budiadnyani & Wirawan, 2025). Dalam konteks mahasiswa, (Susila et al., 2016) menegaskan bahwa mahasiswa merupakan calon wajib pajak potensial yang masih berada pada tahap awal pembentukan sikap terhadap perpajakan. Penelitian tersebut mengacu pada pandangan (Torgler, 2007) yang menyatakan bahwa tax morale dipengaruhi oleh persepsi keadilan sistem perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, serta persepsi manfaat pajak.
Salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat tax morale wajib pajak adalah persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Penelitian (Yee et al., 2017) menunjukkan bahwa sistem pajak yang dianggap adil dapat meningkatkan moral pajak individu. Ketika wajib pajak merasa bahwa aturan, tarif, dan perlakuan perpajakan diterapkan secara adil kepada seluruh masyarakat, maka kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak akan muncul secara sukarela. Persepsi keadilan ini berkaitan dengan penilaian wajib pajak terhadap pengalaman yang mereka rasakan saat menjalankan kewajiban perpajakan. Secara psikologis, pajak sering dipandang sebagai beban, sehingga penerapan sistem yang adil menjadi hal yang penting agar tidak menimbulkan penolakan dari wajib pajak (Supriyati, 2012). Hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan sukarela, yang merupakan salah satu indikator tingginya tax morale.
Faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat tax morale mahasiswa adalah kepercayaan kepada pemerintah. Kepercayaan ini berkaitan dengan keyakinan individu bahwa pemerintah dan otoritas pajak menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. (Fionasari et al., 2025) menjelaskan bahwa ketika pembayar pajak percaya pemerintah mampu mengelola dan menyalurkan dana pajak secara tepat untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan publik, maka akan muncul kemauan dari dalam diri untuk membayar pajak tanpa paksaan. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menurunkan motivasi membayar pajak karena muncul keraguan terhadap penggunaan dana pajak. Kondisi ini menjadi penting bagi mahasiswa sebagai calon wajib pajak, karena kepercayaan yang terbentuk sejak dini akan memengaruhi sikap dan moral pajak mereka di masa depan. Penelitian (Febrianti, 2020) membuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax morale mahasiswa. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Susila et al., 2016)  yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap pemerintah, semakin tinggi pula tax morale yang dimiliki.
Persepsi manfaat pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tax morale, yaitu dorongan internal individu untuk patuh membayar pajak secara sukarela. Tax morale tidak hanya terbentuk oleh aturan dan sanksi, tetapi juga oleh keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional. Ketika mahasiswa sebagai calon wajib pajak memiliki pandangan positif terhadap manfaat pajak, mereka cenderung memandang pajak sebagai bentuk kontribusi sosial bagi kesejahteraan bersama. Temuan DJP (2025) menunjukkan bahwa persepsi manfaat pajak berperan penting dalam membentuk kepatuhan sukarela. Penelitian Susila et al., (2016) dan Torgler, (2007) juga membuktikan bahwa semakin besar manfaat pajak yang dirasakan, semakin tinggi tax morale yang dimiliki, terutama ketika pengelolaan pajak dilakukan secara adil dan transparan.
Mahasiswa sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi wajib pajak memegang peran penting dalam keberlanjutan penerimaan negara, sehingga sikap, persepsi, dan moral pajak yang terbentuk sejak masa perkuliahan akan sangat memengaruhi kepatuhan pajak di masa depan. Rendah atau tingginya tax morale mahasiswa tidak terlepas dari berbagai faktor seperti persepsi keadilan sistem perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta pandangan terhadap manfaat pajak bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Apabila mahasiswa memiliki pemahaman yang baik dan melihat pajak sebagai bentuk kontribusi nyata bagi kesejahteraan bersama, maka kesadaran dan kemauan untuk patuh pajak dapat tumbuh secara sukarela. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus mendorong pembentukan kesadaran pajak sejak dini melalui program inklusi kesadaran pajak dan Pajak Bertutur di lingkungan pendidikan, dengan harapan mampu membentuk calon wajib pajak yang memiliki pandangan positif terhadap pajak dan tingkat tax morale yang tinggi ketika memasuki dunia kerja (Supardi, 2018).
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Universitas Mulawarman. Pemilihan mahasiswa sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa merupakan generasi muda yang dalam waktu dekat akan memasuki dunia kerja dan berpotensi menjadi wajib pajak orang pribadi. Ketika telah memiliki penghasilan sendiri, mahasiswa akan mulai berhadapan langsung dengan kewajiban perpajakan, mulai dari menghitung, melaporkan, hingga membayar pajak kepada negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai sekitar 8,4 juta orang, yang menunjukkan potensi besar penambahan jumlah wajib pajak di masa mendatang. Selain itu, mahasiswa S1 umumnya belum memiliki pengalaman langsung terkait permasalahan perpajakan, sehingga persepsi, sikap, dan tax morale yang dimiliki cenderung lebih jujur dan belum dipengaruhi oleh pengalaman negatif perpajakan. Mahasiswa S1 juga dinilai masih memiliki cara berpikir yang relatif idealis dan belum sepenuhnya dihadapkan pada tekanan ekonomi maupun tuntutan hidup pasca perkuliahan, sehingga dianggap tepat untuk mengkaji pembentukan persepsi manfaat pajak dan moral pajak sejak dini sebagai calon wajib pajak.
Berdasarkan berbagai uraian tersebut, pembentukan tax morale pada mahasiswa sebagai calon WP menjadi hal yang penting untuk dikaji. Sejalan dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menumbuhkan kesadaran dan pandangan positif terhadap pajak di kalangan generasi muda, pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tax morale diharapkan mampu mendorong terbentuknya kepatuhan pajak sukarela pada masa mendatang. Peningkatan tax morale sejak dini diyakini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan WP dan penerimaan perpajakan negara secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti menyusun suatu rencana penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan, Kepercayaan kepada Pemerintah, dan Persepsi Manfaat Pajak terhadap Tax Morale Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa Universitas Mulawarman)”.
[bookmark: _Toc67272503][bookmark: _Toc138232895][bookmark: _Toc223006897]1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dibahas tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah persepsi keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap tax morale mahasiswa Universitas Mulawarman?
1. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap tax morale mahasiswa Universitas Mulawarman?
1. Apakah persepsi manfaat pajak berpengaruh terhadap tax morale mahasiswa Universitas Mulawarman?
[bookmark: _Toc67272504][bookmark: _Toc138232896][bookmark: _Toc223006898]1.3.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, maka maksud dari tujuan penelitian ini yaitu :
1. Untuk mengatahui pengaruh persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap tax morale mahasiswa Universitas Mulawarman.
1. Untuk mengatahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap tax morale mahasiswa Universitas Mulawarman.
1. Untuk mengatahui pengaruh persepsi manfaat pajak terhadap tax morale mahasiswa Universitas Mulawarman.
[bookmark: _Toc67272505][bookmark: _Toc138232897][bookmark: _Toc223006899]1.4.  Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini yaitu:
1. Manfaat Teoretis
    Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan konsep tax morale. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan, terutama dalam mengkaji penerapan tax morale dengan memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi moral pajak individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya pada mahasiswa sebagai calon WP.
2. Manfaat Praktis
     Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan DJP dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di masa mendatang. Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi atau penegakan sanksi semata, tetapi juga melalui pendekatan keperilakuan dengan membangun tax morale, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan pada akhirnya mendorong kepatuhan WP secara berkelanjutan..
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[bookmark: _Toc67272509][bookmark: _Toc138232901][bookmark: _Toc223006903]2.1.1.  Theory of Planned Behavior (TPB)
Theory of Planned Behavior (TPB) yang diperkenalkan oleh (Ajzen, 1991) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). TPB menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk melalui niat berperilaku, dan niat tersebut dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku. Ketiga komponen ini bekerja secara bersamaan dalam menentukan kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan.
Secara umum, TPB berasumsi bahwa individu bertindak secara rasional, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, memperhatikan harapan sosial di sekitarnya, serta menilai kemampuan dirinya dalam melaksanakan perilaku tersebut. Dengan landasan tersebut, TPB memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai peran keyakinan, persepsi, dan penilaian individu dalam membentuk suatu perilaku tertentu.
1. Sikap terhadap Perilaku (Attitude Toward Behavior) Sikap merupakan penilaian individu yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan (Ajzen, 1991). Dalam perpajakan, sikap mahasiswa dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan manfaat pajak. Semakin pajak dinilai adil dan bermanfaat, semakin positif sikap mereka terhadap kepatuhan dan moral pajak.
2. Norma Subjektif (Subjective Norm) adalah persepsi individu mengenai tekanan atau harapan sosial untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Kepercayaan kepada pemerintah memperkuat norma ini, karena ketika mahasiswa menilai pemerintah adil dan akuntabel, muncul dorongan sosial bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar sehingga meningkatkan niat dan moral pajak.
3. Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control) menunjukkan sejauh mana individu merasa mampu melakukan suatu perilaku. Dalam konteks moral pajak, hal ini tercermin dari pemahaman mahasiswa mengenai hak dan kewajiban perpajakan, proses pelaporan, serta manfaat pajak. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, semakin besar kecenderungan mahasiswa untuk patuh dan memiliki moral pajak yang baik.
Teori TPB relevan digunakan dalam penelitian mengenai moral pajak (tax morale) karena moral pajak merefleksikan sikap internal individu untuk mematuhi pajak secara sukarela. Moral pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh persepsi terhadap keadilan sistem pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan pandangan mengenai manfaat pajak. Apabila mahasiswa sebagai calon WP menilai bahwa pemerintah bertindak adil, sistem perpajakan transparan, dan pajak memberikan manfaat nyata, maka ketiga komponen TPB sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku akan terbentuk secara positif sehingga meningkatkan niat dan moral pajak mereka.
[bookmark: _Toc67272511][bookmark: _Toc138232902][bookmark: _Toc223006904]2.1.2.  Tax Morale
2.1.2.1.  Definisi Tax Morale
Tax morale atau moral pajak dapat dipahami sebagai sikap, nilai, dan norma yang membentuk kesadaran moral individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus bergantung pada pengawasan atau ancaman sanksi. Individu dengan moral pajak yang tinggi mampu membedakan tindakan yang benar dan salah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga lebih cenderung patuh dan berkontribusi positif terhadap penerimaan negara (Meilani & Inayati, 2024). Moral pajak ini juga sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, serta pandangan masyarakat mengenai manfaat pajak.
Literatur modern menempatkan moral pajak sebagai motivasi intrinsik, yaitu dorongan internal yang mendorong seseorang untuk membayar pajak secara sukarela (Meilani & Inayati, 2024). Konsep ini tidak hanya tercermin dalam tindakan, tetapi juga dalam sikap serta orientasi individu terhadap kewajiban perpajakan (Torgler, 2007). (Luttmer & Singhal, 2014) menegaskan bahwa moral pajak terbentuk melalui mekanisme seperti dorongan intrinsik, rasa timbal balik, pengaruh sosial, nilai budaya, dan persepsi risiko, yang keseluruhannya membentuk cara individu menilai pajak dan menentukan perilaku kepatuhan mereka.
2.1.2.2.  Faktor-faktor Tax Morale
(Torgler, 2007), mengemukakan beberapa hal dalam memahami tax morale, antara lain :
1. Norma Sosial dan Perasaan Moral (Moral Rules and Sentiments)
Komponen ini mencakup unsur psikologis dan sosial yang membentuk moralitas perpajakan. Norma sosial berfungsi sebagai aturan tidak tertulis dalam masyarakat yang mendorong individu untuk mematuhi kewajiban pajak karena dianggap sebagai perilaku yang benar dan diterima. Perasaan moral seperti rasa bersalah dan rasa malu juga berperan ketika seseorang menyadari bahwa menghindari pajak melanggar nilai sosial dan dapat menimbulkan penilaian negatif dari orang lain. Selain itu, rasa kewajiban sebagai warga negara dan ketakutan terhadap sanksi perpajakan turut memperkuat kecenderungan individu untuk patuh terhadap aturan pajak.
2. Teori Motivasi
[bookmark: _Toc67272512][bookmark: _Toc138232903]Teori motivasi menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dorongan internal dan pilihan individu. Motivasi intrinsik membuat seseorang membayar pajak karena kesadaran pribadi, bukan karena tekanan eksternal. Ketika motivasi ini lemah, individu dapat bertindak oportunistik dan memanfaatkan peluang untuk tidak patuh. Sementara itu, ipsative motivation menunjukkan bahwa individu memilih tindakan berdasarkan pertimbangan yang dianggap paling tepat atau aman. WP dengan moral pajak tinggi tidak mempertimbangkan perilaku curang, sedangkan mereka yang bermoral pajak rendah cenderung patuh karena mempertimbangkan besarnya sanksi. Dengan demikian, moral pajak terbentuk dari kombinasi motivasi internal dan persepsi terhadap risiko serta konsekuensi perpajakan
[bookmark: _Toc223006905]2.1.3 Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan
Persepsi keadilan sistem perpajakan merujuk pada penilaian subjektif wajib pajak terhadap kebijakan, tarif, dan mekanisme pemungutan pajak yang dianggap adil, proporsional, serta tidak diskriminatif. Persepsi ini terbentuk melalui pengalaman individu, tingkat pengetahuan, serta pandangan mengenai hubungan antara pajak yang dibayarkan dan manfaat publik yang diterima. Dengan demikian, persepsi keadilan tidak hanya mencerminkan konsep keadilan secara normatif, tetapi juga penilaian wajib pajak bahwa sistem perpajakan berjalan secara wajar dan layak. Penilaian ini sangat memengaruhi sikap, motivasi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Irawan, 2020).
Secara konseptual, keadilan perpajakan dilandaskan pada pengaturan pengeluaran pajak untuk membiayai kebutuhan publik berdasarkan proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakat. Prinsip ini mencerminkan redistribusi, di mana individu berpendapatan tinggi membayar lebih besar dibandingkan individu berpendapatan rendah (keadilan vertikal). Pandangan masyarakat terhadap penerapan prinsip ini akan menentukan efektivitas pelaksanaan perpajakan. Ketika sistem dianggap tidak adil, wajib pajak lebih mungkin melakukan penghindaran dan ketidakpatuhan (Irawan, 2020). Dalam konteks ini, (Data et al., 2025) menegaskan bahwa pajak harus dipungut sesuai kemampuan masing-masing wajib pajak, sehingga kontribusi kepada negara bersifat proporsional dengan pendapatan dan perlindungan yang diperoleh.
Keadilan perpajakan juga tidak dapat dipisahkan dari sistem perpajakan yang berlaku. Setiap negara memiliki mekanisme perhitungan pajak yang berbeda bergantung pada kebijakan pemerintah (Kamil, 2021). Di Indonesia, sistem self-assessment memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri (Data et al., 2025). Meskipun sistem ini diharapkan menciptakan administrasi pajak yang lebih sederhana dan mudah dipahami (Karlina, 2020). penerapannya membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan jika wajib pajak merasa sistem tidak adil atau kurang dipahami (Sangadah & Mutmaina, 2021). Sistem perpajakan juga dipengaruhi oleh unsur politik pajak, administrasi, dan regulasi yang bekerja bersama dalam mencapai penerimaan negara (Kamil, 2021).
Pada perspektif modern, keadilan pajak dipahami sebagai keseimbangan antara pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diterima, sehingga pemungutan harus bersifat proporsional tanpa diskriminasi (Hauptman et al., 2024). Keadilan pajak juga dipandang sebagai aspek moral yang menyentuh nurani wajib pajak dan pemangku kepentingan, sehingga persepsi mengenai keadilan dapat menentukan tingkat kepatuhan dan moral pajak seseorang (Hauptman et al., 2024). Ketika wajib pajak merasa perlakuan pajak sesuai kemampuan dan manfaatnya, persepsi keadilan meningkat dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.
[bookmark: _Toc138232904][bookmark: _Toc223006906][bookmark: _Toc216807068]2.1.4.  Kepercayaan Kepada Pemerintah
[bookmark: _Toc223004822][bookmark: _Toc223006907][bookmark: _Toc216807069]Kepercayaan kepada pemerintah menjadi faktor penting yang memengaruhi kemauan wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Kepercayaan ini muncul ketika masyarakat meyakini bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan bersama, menjalankan pemerintahan secara adil, serta bebas dari praktik korupsi. Keyakinan seperti ini membuat wajib pajak merasa bahwa kontribusi mereka akan dikelola dengan baik. Menurut (Riningsih, 2024), kepercayaan kepada pemerintah mencerminkan harapan masyarakat agar pemerintah menjalankan sistem pemerintahan sesuai norma yang berlaku. Pendapat serupa disampaikan (Khairunnisa et al., 2025). yang melihat kepercayaan publik sebagai cerminan opini masyarakat terhadap sikap dan tindakan pemerintah.
[bookmark: _Toc223004823][bookmark: _Toc223006908][bookmark: _Toc216807070]Tingkat kepercayaan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap integritas dan kinerja pemerintah. (Riningsih, 2024) menjelaskan bahwa kepercayaan publik akan meningkat apabila pemerintah menunjukkan integritas moral, termasuk dalam memberantas korupsi serta mengelola negara secara akuntabel dan efektif. Ketika masyarakat melihat pemerintah bekerja dengan baik, mereka cenderung mendukung kebijakan publik, termasuk kebijakan perpajakan. (Budiadnyani & Wirawan, 2025)  menegaskan bahwa persepsi positif terhadap moral pajak terbentuk karena adanya keyakinan bahwa otoritas pajak menjalankan tanggung jawabnya dengan benar.
[bookmark: _Toc223004824][bookmark: _Toc223006909]Selain itu, kinerja pemerintah yang positif juga mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak, termasuk pelaku bisnis. (Khairunnisa et al., 2025) menyebutkan bahwa ketika pemerintah dinilai transparan, berintegritas, dan mampu mengelola sumber daya publik dengan baik, masyarakat akan lebih kooperatif terhadap kebijakan perpajakan. Kepercayaan ini kemudian memperkuat moral wajib pajak, yaitu nilai etika dan tanggung jawab internal untuk membayar pajak. Moral pajak akan tumbuh apabila masyarakat melihat bahwa pajak dipungut dan digunakan dengan benar serta dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik. Sejalan dengan (Zainudin et al., 2022) kepercayaan terhadap pengelolaan pajak yang baik menjadi landasan terciptanya sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
[bookmark: _Toc138232905][bookmark: _Toc223006910]2.1.5.  Persepsi Manfaat Pajak
[bookmark: _Toc216807072][bookmark: _Toc223004826][bookmark: _Toc223006911]Persepsi manfaat pajak pada dasarnya berkaitan dengan penilaian wajib pajak terhadap kegunaan atau faedah yang diperoleh dari pajak yang telah dibayarkan. (Parengkuan et al., 2021) menjelaskan bahwa persepsi merupakan cara seseorang melihat, memilih, dan menginterpretasikan suatu rangsangan hingga menjadi gambaran yang bermakna. Dalam konteks perpajakan, persepsi manfaat pajak berarti keyakinan atau penilaian wajib pajak mengenai sejauh mana pajak yang mereka bayar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka, baik dalam bentuk fasilitas umum maupun layanan publik lainnya. Semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin positif pula pandangan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.
[bookmark: _Toc216807073][bookmark: _Toc223004827][bookmark: _Toc223006912]Pemahaman tentang manfaat pajak sangat berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk patuh. (Bachtiar & Tambun, 2020) menegaskan bahwa ketika manfaat dari membayar pajak tidak terlihat atau tidak dirasakan, wajib pajak cenderung enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika manfaat pajak dirasakan tinggi, pola pikir mengenai pentingnya membayar pajak akan terbentuk secara alami. Manfaat positif ini mampu memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela karena mereka merasa kontribusinya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
[bookmark: _Toc216807074][bookmark: _Toc223004828][bookmark: _Toc223006913]Konsep persepsi manfaat juga sering dikaitkan dengan teori penerimaan teknologi, terutama dalam konteks sistem perpajakan yang semakin digital. (Bachtiar & Tambun, 2020) menjelaskan bahwa persepsi manfaat merupakan keyakinan seseorang bahwa penggunaan teknologi tertentu dapat meningkatkan kinerjanya. Hal ini sejalan dengan pendapat (Trida & Jenni, 2020) yang menyebutkan bahwa seseorang akan menggunakan teknologi apabila mereka yakin bahwa teknologi tersebut bermanfaat dan meningkatkan efektivitas pekerjaannya. Dalam konteks perpajakan, jika wajib pajak merasa sistem administrasi atau aplikasi perpajakan memberikan kemudahan dan manfaat nyata, maka mereka akan lebih termotivasi untuk menggunakan layanan tersebut dan lebih patuh terhadap kewajiban pajak.
[bookmark: _Toc67272513][bookmark: _Toc138232907][bookmark: _Toc223006914]2.2. Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc85399654][bookmark: _Toc85399685][bookmark: _Toc86875456]Untuk mendukung urgensi penelitian yang akan dilakukan, peneliti telah melakukan studi penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian yang akan disusun oleh peneliti, antara lain:

[bookmark: _Toc223607392]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Corona, (2024)
	Tax morale: a global scoping review from the cultural approach to economics
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax morale dipengaruhi secara signifikan oleh faktor kepercayaan kepada pemerintah, serta persepsi keadilan dan manfaat pajak. 

	2.
	Susila et al., (2016)  
	Taxpayers and Young Generation: Tax Morale of Indonesian College Students
	Penelitian ini membuktikan bahwa persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tax morale.

	3.
	Horodnic, (2018)
	Tax morale and institutional theory: a systematic review
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan kualitas institusi berpengaruh positif terhadap tax morale

	4.
	Febrianti, (2020)
	Pengaruh Religiusitas, Persepsi Keadilan Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Tax Morale Mahasiswa
	Penelitian ini membuktikan bahwa persepsi keadilan pajak dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax morale mahasiswa.

	5.
	Fachirainy et al., (2021)
	Tax Morale dan Kepatuhan Pajak Generasi Muda
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax morale berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak.

	6.
	Alasfour et al., (2016)
	The Effect of Tax Fairness on Tax Morale
	Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak dan manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tax morale.

	7.
	Kemme et al., (2020)
	Tax Morale and International Tax Evasion
	Hasil penelitian membuktikan bahwa persepsi manfaat pajak berpengaruh positif terhadap tax morale.


Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1 Sambungan
	8.
	Supardi, (2018)
	Pengaruh Persepsi Keadilan, Aturan Moral, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Tax morale (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)
	Penelitian ini membuktikan bahwa keadilan pajak memiliki berpengaruh signifikan terhadap Tax morale mahasiswa Universitas Brawijaya



[bookmark: _Toc67272514][bookmark: _Toc138232908]Sumber: Review berbagai sumber referensi
[bookmark: _Toc223006915]2.3. Rerangka Konseptual
Perkembangan sistem perpajakan modern menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada aturan yang semakin ketat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan persepsi wajib pajak. Banyak penelitian terbaru menekankan bahwa generasi muda, termasuk mahasiswa, memiliki peran strategis dalam keberlanjutan penerimaan negara di masa mendatang karena mereka merupakan calon wajib pajak yang akan segera memasuki dunia kerja. Cara pandang mahasiswa terhadap pajak, penilaian terhadap pemerintah, serta persepsi atas manfaat nyata dari pajak menjadi indikator penting untuk memprediksi moral pajak (tax morale) di masa depan. Oleh karena itu, penelitian mengenai moral pajak mahasiswa semakin relevan sebagai dasar penguatan kebijakan edukasi perpajakan.
Variabel yang digunakan yaitu variabel dependen dan independen. Pada penelitian ini, tax morale digunakan sebagai variabel dependen. Moral pajak menggambarkan motivasi moral internal seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela bukan sekadar karena takut sanksi, tetapi karena merasa pajak adalah bentuk kontribusi terhadap negara. Mahasiswa dengan moral pajak yang baik akan lebih siap dan bersedia menjadi wajib pajak patuh ketika mereka sudah memiliki penghasilan sendiri. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingginya moral pajak menjadi penting untuk memetakan pembentukan sikap perpajakan generasi muda.
Penelitian ini melibatkan tiga variabel independen, yaitu persepsi keadilan sistem perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi manfaat pajak. Persepsi keadilan sistem perpajakan berhubungan dengan cara mahasiswa menilai kebijakan pajak dianggap adil dan proporsional. Ketika pajak dinilai berjalan secara wajar, mahasiswa cenderung menumbuhkan sikap positif terhadap kepatuhan. Selanjutnya, kepercayaan kepada pemerintah berperan besar dalam menentukan moral pajak. Jika pemerintah dinilai transparan, kompeten, dan mampu mengelola pajak secara akuntabel, mahasiswa akan merasa kontribusi pajak mereka tidak disia-siakan. Selain itu, persepsi manfaat pajak berkaitan dengan pandangan mahasiswa bahwa pajak yang dibayarkan memberi manfaat nyata bagi kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau pelayanan lainnya. Semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin tinggi motivasi internal mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
Kerangka konseptual ini didasarkan pada Theory of Planned Behavior (TPB), yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dibentuk oleh sikap, keyakinan, serta persepsi terhadap suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, mahasiswa akan lebih mungkin memiliki moral pajak tinggi apabila mereka memiliki keyakinan positif bahwa pajak dikelola dengan baik, adil, dan memberikan manfaat. Ketiga variabel independen dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor yang diprediksi mampu membentuk keyakinan tersebut. Ketika persepsi keadilan, kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi manfaat pajak meningkat, maka moral pajak mahasiswa sebagai calon wajib pajak juga cenderung lebih tinggi.
[bookmark: _Toc67272515][bookmark: _Toc138232909][image: ]Berdasarkan pemaparan diatas, berikut gambaran jelas mengenai penelitian ini yang disusun menggunakan kerangka konsep:  [bookmark: _Toc222950634]Gambar 2. 1 Rerangka Konseptual Penelitian
Sumber: Data Olahan, 2026


[bookmark: _Toc223006916][bookmark: _Toc67272516][bookmark: _Toc138232910]2.4.  Pengembangan Hipotesis
[bookmark: _Toc223006917]2.4.1.  Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Tax Morale
Persepsi keadilan sistem perpajakan menggambarkan penilaian individu terhadap penerapan aturan, tarif, dan perlakuan perpajakan yang dirasakan adil dan proporsional. Bagi mahasiswa sebagai calon wajib pajak, persepsi ini menjadi dasar pembentukan sikap dan niat untuk patuh ketika nantinya sudah memiliki kewajiban pajak. Sesuai Theory of Planned Behavior (TPB), keyakinan terhadap keadilan sistem akan memengaruhi sikap dan motivasi seseorang dalam berperilaku (Kemme et al., 2020). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketika sistem pajak dianggap adil, moral pajak meningkat, dan sebaliknya ketidakadilan mendorong ketidakpatuhan (Supardi, 2018). Penelitian di Indonesia juga memperkuat hal ini, di mana persepsi keadilan terbukti memiliki hubungan positif dengan moral pajak maupun kepatuhan sukarela (Febrianti, 2020).
Bagi mahasiswa, persepsi terhadap keadilan pajak menjadi indikator penting yang membentuk kesiapan mereka menjadi wajib pajak yang patuh. Ketika mereka percaya bahwa pajak diberlakukan tanpa diskriminasi, sesuai kemampuan, dan digunakan untuk kepentingan publik, motivasi untuk patuh cenderung lebih tinggi. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang melihat sistem perpajakan sebagai adil memiliki moral pajak lebih baik dan kemauan lebih besar untuk memenuhi kewajibannya kelak (Agatha & Suhendra, 2022).  Oleh karena itu, persepsi keadilan sistem perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan tax morale calon wajib pajak mahasiswa. Atas pemaparan diatas dirumuskan hipotesis:
[bookmark: _Toc67272517]H1 : Persepsi keadilan sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tax morale 
[bookmark: _Toc138232911][bookmark: _Toc223006918]2.4.2. Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Tax Morale
[bookmark: _Toc223004834][bookmark: _Toc223006919]Kepercayaan kepada pemerintah merupakan keyakinan bahwa otoritas negara bekerja dengan jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Bagi mahasiswa sebagai calon wajib pajak, kepercayaan ini membentuk keyakinan awal bahwa pajak yang mereka bayarkan nanti benar-benar dikelola untuk kemaslahatan masyarakat. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa keyakinan terhadap suatu otoritas dapat membentuk sikap, norma subjektif, dan niat perilaku. Ketika mahasiswa percaya pemerintah memberikan pelayanan publik secara adil dan bebas korupsi, mereka cenderung memiliki motivasi moral yang lebih tinggi untuk patuh pada aturan pajak (Riningsih, 2024). Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berperan penting dalam meningkatkan moral pajak dan kepatuhan pajak secara sukarela (Khairunnisa et al., 2025).
Penelitian sebelumnya secara konsisten membuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap tax morale. (Torgler, 2004) menemukan bahwa moral pajak meningkat ketika masyarakat percaya pada otoritas dan sistem hukum. Temuan ini juga diperkuat oleh (Supardi, 2018) yang menunjukkan bahwa kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah mampu mendorong sikap kooperatif dalam membayar pajak. Ketika individu merasa pemerintah mengelola pajak secara benar dan tidak menyalahgunakannya, mereka akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Febrianti, 2020). Pada konteks mahasiswa, tingkat kepercayaan yang tinggi membuat mereka lebih siap dan mau membayar pajak secara patuh ketika sudah menjadi wajib pajak aktif. Hal ini juga sejalan dengan temuan (Budiadnyani & Wirawan, 2025) yang membuktikan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan moral pajak. Berdasarkan penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis:
H2 : Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tax morale
[bookmark: _Toc138232912][bookmark: _Toc223006920]2.4.3.  Persepsi Manfaat Pajak terhadap Tax Morale 
Persepsi manfaat pajak menggambarkan sejauh mana individu percaya bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang bermanfaat, seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Bagi mahasiswa sebagai calon wajib pajak, persepsi ini menjadi dasar pembentukan penilaian awal terhadap pajak dan nantinya mempengaruhi motivasi moral mereka dalam menjalankan kewajiban pajak. Sesuai Theory of Planned Behavior, keyakinan individu terhadap manfaat suatu tindakan dapat membentuk sikap positif yang mengarah pada niat berperilaku (Ajzen, 1991). Ketika mahasiswa merasa bahwa pajak memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, persepsi tersebut dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau tax morale sejak dini. Studi (Bachtiar & Tambun, 2020) menunjukkan bahwa persepsi manfaat pajak dapat meningkatkan kemauan memenuhi kewajiban perpajakan, dan penelitian pada mahasiswa juga menemukan bahwa pemahaman manfaat pajak berkontribusi pada moral pajak yang lebih tinggi (Muamarah et al., 2025).
Penelitian empiris lainnya memperkuat hubungan ini. Eksperimen yang memberikan informasi mengenai penggunaan pajak terbukti meningkatkan kemauan membayar pajak secara signifikan, karena individu merasa kontribusinya tidak sia-sia (Wati & Pujiati, 2025). Kajian literatur terbaru juga menegaskan bahwa perceived tax benefit merupakan faktor penting dalam mendorong moral pajak, termasuk pada kelompok muda yang masih berada pada tahap pembentukan persepsi perpajakan (Parengkuan et al., 2021). Dengan demikian, mahasiswa yang memiliki persepsi manfaat pajak yang tinggi cenderung memiliki tax morale yang lebih baik karena mereka percaya bahwa pajak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis:
[bookmark: _Toc85398498][bookmark: _Toc85408016]H3 : Persepsi manfaat pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tax morale
[bookmark: _Toc223006921][bookmark: _Toc136024013]








2.5 Model Penelitian
[image: ]Berdasarkan uraian pengembangan hipotesis di atas, maka peneliti menyimpulkan sebuah model penelitian terhadap penelitian yang dilakukan sebagai berikut :[bookmark: _Toc222950635]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Data Olahan, 2026






[bookmark: _Toc138232914][bookmark: _Toc223006922][bookmark: _Toc67272519]BAB III 
[bookmark: _Toc138232915][bookmark: _Toc216807083][bookmark: _Toc223004838][bookmark: _Toc223006923]METODE PENELITIAN

[bookmark: _Toc67272520][bookmark: _Toc138232916][bookmark: _Toc223006924]3.1.  Definisi Operasional
Pada penelitian ini, variabel yang akan digunakan untuk diuji terdapat dua jenis yaitu variabel independen dan variabel dependen. Tax morale berperan sebagai variabel dependen, sedangkan persepsi keadilan perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi manfaat pajak berperan sebagai variabel independen.
[bookmark: _Toc67272521][bookmark: _Toc138232917][bookmark: _Toc223006925]3.1.1.  Variabel Independen (X)
3.1.1.1.   Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan
Persepsi keadilan sistem perpajakan dapat diartikan sebagai cara pandang mahasiswa mengenai sistem perpajakan yang berlaku saat ini telah diterapkan secara adil, jujur, dan wajar bagi seluruh wajib pajak. 
3.1.1.2.  Kepercayaan Kepada Pemerintah
Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu dapat dipahami sebagai keyakinan mahasiswa bahwa otoritas negara mengelola pajak secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. 
3.1.1.3.  Persepsi Manfaat Pajak
Persepsi atas manfaat pajak diartikan sebagai penilaian mahasiswa mengenai sejauh mana pajak yang dibayarkan masyarakat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan publik dalam bentuk fasilitas, layanan, dan program pemerintah yang dapat dirasakan langsung. 
[bookmark: _Toc67272522][bookmark: _Toc138232918][bookmark: _Toc223006926]3.1.2.  Variabel Dependen (Y)
	Penelitian ini menggunakan tax morale sebagai variabel dependen (Y). Tax morale merupakan dorongan intrinsik yang membuat seseorang termasuk mahasiswa sebagai calon wajib pajak bersedia untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan berkontribusi bagi kepentingan masyarakat.
[bookmark: _Toc222428003][bookmark: _Toc222428188][bookmark: _Toc223607395]Tabel 3. 1 Indikator Penelitian
	Variabel Penelitian
	Indikator

	Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan (X1)
	1. Keadilan dalam Beban Pajak

	
	2. Keadilan Aturan dan Prosedur Pajak

	
	3. Keadilan Perlakuan

	Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2)
	1. Transparansi Pemerintah

	
	2. Integritas Pemerintah

	
	3. Hasil Penggunaan Pajak/ Pelayanan Publik

	Persepsi Manfaat Pajak
	1. Manfaat Pajak untuk Fasilitas Umum

	
	2. Manfaat Pajak untuk Pelayanan Publik

	
	3. Manfaat Pajak bagi Masa Depan Negara

	Tax Morale
	1. Kesadaran dan Tanggung Jawab Pajak

	
	2. Niat untuk Patuh Pajak

	
	3. Pandangan Etis tentang Pajak


Sumber : Berbagai hasil penelitian terdahulu
[bookmark: _Toc138232919][bookmark: _Toc223006927]3.2.  Populasi dan Sampel
[bookmark: _Toc138232920][bookmark: _Toc223006928]3.2.1.  Populasi
	Populasi merupakan keseluruhan objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penelitian. Dalam studi ini, populasinya adalah mahasiswa Universitas Mulawarman. Peneliti memilih Unmul karena merupakan perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa terbesar di Kalimantan, yaitu 28.478 mahasiswa S1 (PDDIKTI, 2024) sehingga dianggap mampu mewakili karakteristik mahasiswa di wilayah tersebut. Selain itu, Unmul juga aktif bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kaltim-Kaltara melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan workshop, sehingga mahasiswa dinilai lebih mudah memperoleh informasi terkait perpajakan.
[bookmark: _Toc138232921][bookmark: _Toc223006929]3.2.2.   Sampel
	Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti, sehingga karakteristik populasi harus tetap tercermin di dalamnya. Pada penelitian ini, sampel dibatasi pada mahasiswa aktif jenjang S1 yang terdaftar di PDDIKTI, belum memiliki penghasilan, dan belum memiliki NPWP. Kriteria ini dipilih agar respon yang diperoleh lebih menggambarkan sikap calon wajib pajak yang belum dipengaruhi faktor ekonomi atau pengalaman perpajakan. Selain itu, penetapan kriteria tersebut juga dimaksudkan untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa nilai moral pajak (tax morale) yang muncul masih bersifat netral.
Untuk itu maka dalam menentukan jumlah sampel yang terpilih, peneliti menggunakan rumus slovin yang dihitung sebagai berikut :


Keterangan:
n  : Jumlah sampel 
N : Jumlah Populasi
e : Kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir sebesar 10% dengan alasan jumlah populasi yang besar.



Hasil perhitungan sampel penelitian : 
n = 99,63 » dibulatkan menjadi 100 Mahasiswa Unmul yang kemudian membagi sampel tersebut berdasarkan strata yang sudah dipilih.
[bookmark: _Toc138232922][bookmark: _Toc223006930]3.3.  Jenis dan Sumber Data
 	Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka dan digunakan untuk menganalisis sejauh mana persepsi keadilan sistem perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta persepsi manfaat pajak berpengaruh terhadap tax morale mahasiswa. Jenis data ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara. Dalam hal ini, seluruh informasi dikumpulkan langsung dari mahasiswa Universitas Mulawarman melalui kuesioner, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi dan pandangan responden yang menjadi objek penelitian.
[bookmark: _Toc138232923][bookmark: _Toc223006931]3.4.  Metode Pengumpulan Data
	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan dalam bentuk Google Form (e-kuesioner). Penelitian ini memakai kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disusun dengan pilihan jawaban sehingga responden hanya perlu memilih opsi yang sesuai. Kuesioner diberikan kepada responden untuk menilai atau menjawab pernyataan yang telah disusun secara terstruktur oleh peneliti, dan jawaban tersebut kemudian diolah untuk ditarik kesimpulan.
	Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert, baik untuk variabel dependen maupun independen. Menurut (Sugiyono, 2023), skala likert merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan pandangan seseorang terhadap suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini, setiap pertanyaan dijawab sesuai persepsi responden dan diberi skor dari 1 sampai 7 sebagai dasar pengukuran, sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc222428189][bookmark: _Toc223607396]Tabel 3. 2 Skor Jawaban Responden
	Jawaban Responden
	Skor

	Sangat Setuju (SS)
	7

	Setuju (S)
	6

	Cukup Setuju (CS)
	5

	Netral (N)
	4

	Cukup Tidak Setuju (CTS)
	3

	Tidak Setuju (TS)
	2

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1


Sumber : Data Olahan, 2026
[bookmark: _Toc138232924][bookmark: _Toc223006932]3.5.  Alat Analisis Data
	Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) dengan software Smart-PLS. Proses analisis meliputi statistik deskriptif, pengujian outer model, serta inner model. Structural Equation Modeling (SEM) merupakan teknik analisis yang memungkinkan peneliti menguji hubungan antar variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung. SEM-PLS dipilih dalam penelitian ini karena sesuai dengan karakteristik data dan indikator yang bersifat reflektif. 
Selain itu, metode ini memiliki beberapa keunggulan sebagaimana dijelaskan oleh (Ghozali, 2015). Pertama, SEM-PLS tidak menuntut ukuran sampel yang besar. Kedua, metode ini tidak mewajibkan data berdistribusi normal, karena PLS termasuk pendekatan soft modeling yang tidak bergantung pada asumsi-asumsi PLS seperti normalitas atau tidak adanya multikolinearitas antar variabel eksogen. Ketiga, PLS mengasumsikan bahwa seluruh varians pada indikator dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan variabel laten sehingga analisis menjadi lebih fleksibel.
[bookmark: _Toc138232925][bookmark: _Toc223006933]3.5.1.  Model Penggukuran (Outer Model)
	Outer model merupakan model pengukuran yang menggambarkan hubungan antara indikator dengan variabel laten yang diukurnya. Analisis outer model digunakan untuk menilai terpenuhinya kriteria validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Dalam SEM-PLS, pengujian outer model meliputi uji validitas konvergen, validitas diskriminan, serta uji reliabilitas melalui nilai composite reliability dan Cronbach’s Alpha (Ghozali, 2015). Validitas konvergen dinilai berdasarkan nilai outer loading, yaitu korelasi antara indikator dengan konstruk yang diukur. Indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai outer loading di atas 0,70, namun pada tahap pengembangan instrumen nilai antara 0,50–0,60 masih dapat diterima (Ghozali, 2015).
	Validitas diskriminan bertujuan memastikan bahwa setiap konstruk mampu membedakan dirinya dari konstruk lainnya. Pengujian dilakukan melalui nilai Average Variance Extracted (AVE), di mana konstruk dinyatakan valid apabila memiliki nilai AVE lebih dari 0,50 (Ghozali, 2015). Sementara itu, uji reliabilitas dilihat dari nilai composite reliability dan Cronbach’s Alpha yang diharapkan berada di atas 0,70. Namun, pada penelitian confirmatory maupun eksploratori, nilai di atas 0,60 masih dapat diterima (Ghozali, 2015).
	Pengujian terhadap kriteria tersebut dilakukan melalui pilot test sebelum penyebaran kuesioner pada penelitian utama. Pilot test ini melibatkan 36 responden yang merupakan mahasiswa Universitas Mulawarman sebagai calon wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan secara online. Pelaksanaan pilot test ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dapat dipahami dengan baik oleh responden serta untuk mengidentifikasi indikator yang perlu dievaluasi sebelum digunakan pada tahap penelitian sesungguhnya.
[bookmark: _Toc223607397]Tabel 3. 3 Hasil Uji Validitas Konvergen – Outer Loading 
	Variabel
	Outer Loading
	Keterangan

	X1.1
	0.754
	Valid

	X1.2
	0.747
	Valid

	X1.3
	0.766
	Valid

	X1.4
	0.718
	Valid

	X1.5
	0.796
	Valid

	X1.6
	0.744
	Valid

	X1.7
	0.724
	Valid

	X1.8
	0.769
	Valid

	X1.9
	0.750
	Valid

	X2.1
	0.720
	Valid

	X2.2
	0.830
	Valid

	X2.3
	0.813
	Valid

	X2.4
	0.710
	Valid

	X2.5
	0.736
	Valid

	X2.6
	0.876
	Valid

	X2.7
	0.866
	Valid

	X2.8
	0.828
	Valid

	X2.9
	0.834
	Valid

	X3.1
	0.739
	Valid

	X3.2
	0.790
	Valid

	X3.3
	0.853
	Valid

	X3.4
	0.742
	Valid

	X3.5
	0.747
	Valid

	X3.6
	0.832
	Valid

	X3.7
	0.886
	Valid

	X3.8
	0.839
	Valid


Disambung ke halaman berikutnya
				X3.9
	0.869
	Valid

	Y1
	0.917
	Valid

	Y2
	0.848
	Valid

	Y3
	0.916
	Valid

	Y4
	0.872
	Valid

	Y5
	0.806
	Valid

	Y6
	0.788
	Valid

	Y7
	0.887
	Valid

	Y8
	0.805
	Valid

	Y9
	0.878
	Valid


Tabel 3.3 Sambungan
Sumber: Data Olahan (SmartPLS 4), 2026
[image: ]
[bookmark: _Toc222948898][bookmark: _Toc222949449][bookmark: _Toc222949590][bookmark: _Toc222950621]Gambar 3. 1 Hasil Pilot Test menggunakan SmartPLS 4


[bookmark: _Toc223607398]Tabel 3. 4 Hasil Pilot Test
	Variabel
	Cronbach’s alpha
	Composite reliability (rho_a)
	Composite reliability (rho_c)
	Average Varian Extracted (AVE)

	X1
	0.907
	0.919
	0.921
	0.566

	X2
	0.931
	0.945
	0.942
	0.646

	X3
	0.935
	0.942
	0.946
	0.660

	Y
	0.955
	0.961
	0.962
	0.738


[bookmark: _Toc223004849][bookmark: _Toc223006934][bookmark: _Toc138232926]Sumber : Data Olahan (SmartPLS 4), 2026
Berdasarkan hasil pengolahan data pilot test yang telah dilakukan, diperoleh bahwa persepsi keadilan sistem perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi manfaat pajak memiliki nilai outer loading di atas 0,70 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas 0,50, nilai Cronbach’s Alpha di atas 0,70, serta nilai Composite Reliability di atas 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria valid dan reliabel, sehingga layak digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian utama.
[bookmark: _Toc223006935]3.5.2.  Model Struktural (Inner Model) 
Pada penilaian model struktural (inner model), terdapat beberapa komponen penting yang digunakan sebagai kriteria evaluasi, yaitu nilai R-Square dan signifikansi. Nilai R-Square dipakai untuk menilai seberapa besar variasi perubahan pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Menurut (Ghozali, 2015), nilai R-Square sebesar 0,75 menunjukkan model yang kuat, nilai 0,50 mengindikasikan model yang moderat, dan nilai 0,25 menunjukkan model yang lemah.
Selain itu, penilaian inner model juga dilakukan melalui nilai signifikansi. Pengujian signifikansi menggunakan nilai t (two-tailed) dengan batas t-value 1,65 untuk tingkat signifikansi 10%, 1,96 untuk tingkat signifikansi 5%, dan 2,58 untuk tingkat signifikansi 1% (Ghozali, 2015).
[bookmark: _Toc223006936]3.5.3 Uji Hipotesis (Uji t)
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode SEM-PLS dengan prosedur bootstrapping melalui aplikasi SmartPLS versi 4.0. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Penentuan signifikansi dilihat dari nilai t-statistic (t hitung) yang dihasilkan dari proses bootstrapping. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi (α) 5%, yaitu 1,96. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 
1. Jika t hitung > 1,96, maka H₀ tidak terbukti dan Hₐ terbukti, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
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2. Jika t hitung < 1,96, maka H₀ terbukti dan Hₐ tidak terbukti, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
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KUESIONER PENELITIAN

Dalam rangka memenuhi tugas akhir (skripsi), saya Faiza Nabila Nuraini sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman saat ini sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Persepsi Manfaat Pajak terhadap Tax morale Mahasiswa sebagai Calon Wajib Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa Universitas Mulawarman)”. Penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa Universitas Mulawarman sebagai responden penelitian. Saya memohon kesediaan teman-teman mahasiswa Universitas Mulawarman untuk mengisi kuesioner di bawah ini secara jujur dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Data atau informasi yang terkumpul hanya akan digunakan untuk keperluan penyusunan skripsi, dijamin kerahasiaannya, dan tidak akan dipublikasikan secara individu. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan, partisipasi, dan kerja sama yang teman-teman berikan.

A. DATA DIRI RESPONDEN
Petunjuk :
Isilah dan beri tanda Checklist (✓) untuk mengisi identitas teman-teman



Nama Lengkap		: ……………………………………..
(yang terdaftar pada PDDIKTI)
NIM				: ……………………………………..
Universitas			: ……………………………………..
Fakultas			       :
□ Kedokteran		□ Teknik		□ FKIP		□ FEB	
□ FMIPA		       □ FIB               	□ FISIP		□ Hukum
□ Farmasi		       □ Pertanian		□ Kesmas	□ Kehutanan
□ Perikanan
Jenis Kelamin		□ Laki-laki		□ Perempuan
Apakah anda sudah mempunyai penghasilan?  □ Ya			□ Tidak
Apakah anda sudah mempunyai NPWP?	    □ Ya			□ Tidak
B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Keterangan			:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)		5 	= Cukup Setuju (CS)
2 = Tidak Setuju  (TS)			6	= Setuju (S)
3 = Cukup Tidak Setuju (CTS)		7	= Sangat Setuju (SS)	
4 = Netral (N)
Petunjuk :
Isilah dan beri tanda Checklist (✓) pada jawaban tersedia sesuai dengan pendapat dari teman-teman




INDIKATOR PERSEPSI KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN (X1)
	No
	Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Dari informasi yang saya ketahui, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat penghasilan
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Saya melihat bahwa sistem pajak membedakan besarnya pajak antara masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Menurut saya, aturan pajak sudah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Saya menilai aturan perpajakan dirancang untuk diterapkan kepada semua orang
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Informasi mengenai prosedur pajak menurut saya dapat diakses oleh masyarakat
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Saya melihat bahwa tata cara perpajakan dibuat secara sistematis dan teratur
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Saya menilai pelayanan perpajakan tidak membedakan latar belakang wajib pajak
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Menurut saya, pemerintah memperlakukan wajib pajak secara setara
	
	
	
	
	
	
	



	9.
	Saya melihat bahwa penegakan aturan pajak berlaku untuk semua pihak
	
	
	
	
	
	
	



INDIKATOR KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH (X2)
	No
	Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Saya percaya pemerintah harus terbuka tentang penggunaan dana pajak
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Informasi penggunaan pajak sebaiknya mudah diakses masyarakat
	
	
	
	
	
	
	



	3.
	Pemerintah perlu menjelaskan secara jelas tujuan dari penggunaan pajak kepada masyarakat
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Saya menilai pemerintah perlu mengelola pajak dengan jujur dan bertanggung jawab
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Saya percaya bahwa dana pajak seharusnya tidak disalahgunakan
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Kejujuran pemerintah dalam mengelola pajak sangat mempengaruhi kepercayaan saya
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Saya melihat bahwa dana pajak seharusnya menghasilkan pembangunan yang nyata
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Pajak seharusnya dipakai untuk meningkatkan fasilitas umum yang dapat saya gunakan
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Saya akan lebih percaya pada pemerintah jika hasil penggunaan pajak lebih terlihat
	
	
	
	
	
	
	



INDIKATOR PERSEPSI MANFAAT PAJAK (X3)
	No
	Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Menurut saya, manfaat pajak dapat dirasakan melalui fasilitas umum yang digunakan masyarakat
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Saya melihat bahwa sebagian fasilitas publik berasal dari dana pajak
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pajak bermanfaat untuk menciptakan fasilitas yang saya gunakan sehari-hari
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Menurut saya, pajak membantu menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pajak seharusnya meningkatkan kualitas layanan publik yang bisa dinikmati masyarakat
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Dana pajak mendukung layanan publik yang penting bagi kehidupan sehari-hari
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Pajak membantu membangun masa depan negara menjadi lebih baik
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Pajak penting untuk kemajuan ekonomi Indonesia
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Saya percaya pajak memberi dampak positif jangka panjang untuk masyarakat
	
	
	
	
	
	
	




INDIKATOR TAX MORALE (Y)
	No
	Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Saya merasa bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab sebagai warga negara
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jika saya sudah bekerja nanti, saya ingin membayar pajak dengan benar
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Menurut saya, membayar pajak merupakan bagian dari kontribusi untuk negara
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Saya berniat untuk melaporkan pajak saya ketika sudah menjadi wajib pajak
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Saya ingin membayar pajak tepat waktu ketika sudah berpenghasilan
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Saya tidak berniat menghindari pajak meskipun memiliki kesempatan
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Menurut saya, menghindari pajak adalah tindakan yang tidak baik
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Saya percaya bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar dan etis
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Saya merasa masyarakat yang baik seharusnya mendukung pembayaran pajak
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